
WALIKOTA KENDARI

PERATURAN qIALIKOTA KENDARI

NoMoR,t,8 TAHUN 2oLt
TENTANG

i

TATA CARA DAI{ PERSYARATAN TEKNIS PENGANGI{ATAI{ DAN
PEMBERHENTIAT{ DIREKSI PERUSAHAAN DAERATI AIR MINUM TIRTA

ANOA KOTA KENDARI 1 ,'

DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MATIA ESA 
:,

WALIKOTA KENDARI, .

i:,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasalr 19 ayat (6)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2O1O tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari, perlu
mengatur Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengangkatan .

dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minurn
Tirta Anoa Koth Kendari;

Mengingat :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Walikota Kendari
tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengangkatan dan
Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Anoa Kota Kendari.

1. Undang-Unclang Nornor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun L962
Nomor 10, Tnmbahitn l,cmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamnclya Dacrnh Tingkat II l(endari (Lembaran Negara
Republik Indonesia'l'ahrtn 1995 Nomor 44, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32061;

3. Undang-Utrdnrrg Nornor 13 'l'ahun 2OO3 tentang'
I(ctcnrrgnlcerjrrrrn (l,erlrlrnrrrrr Negnra Republik Indoneeia
Tahun 2003 Nomor 39, 'l'a.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4279);

G, tJrrtlHrrU tJrrtlrrrr;r. Nrrrrrtrr' 7 'l'rrlrrrrr '"'!()()"1 lorrlttrtp tlttttrbor f)qya
Alr (l,arrrlrrr,'rrtr Nt:grrrrr ltt:prtlrlil< trrclont:nlrr'l'ul1un 2004 Nnmnr
32, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a3771; r .

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ,Tahun 2OO4
Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara neputilik Indonesia
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahlrn 2005 tentang Penetap.b.n Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO5



L*

Monotnplmn !

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 312 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a858); r
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor Ll2, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O3B);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa9Q;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2o,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6O9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2OlO tentang
Pemsahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2OIO Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALII{OTA TENTANG TATA CARA DAN
PTIRBYARA'TAN 'TDT{NITI I'I9NCIANGI{"ATAI{ DAN
PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAI{ DAERAH AIR
MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI

BAB I
I{DTENTUAN UMUM

Pnnnl 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Kendari.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Walikota adalah Walikota l(endari.
Dewan P,erwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat. DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Kendari.
Bad.an Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya dibingkat BUMD, adalah
badan usaha yang pendiriannya dlprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalul
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang
dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari yang
selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang
pelayanan air minum.
Dewan Pengawas ada.lah Dewan Pengawas PDAM.
Direksi adalah Direksi PDAM.
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BAB II
PENGANGI(ATAN DIREKSI

Pasal 2
(1) Direksi diangkat dan diberhentil<an oleh Walikota atas usul Dewan

Pengawas.

(2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali
bemmur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

(a) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling
tinggr 60 (enam puluh) tahun.

(5) Direksi harrs memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1);
b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari

PDAM iatau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasa.l, dari PDAM
yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian
baik; i

c. lulus fttatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang
telah tCrakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi dan ijaaah;

d. membrlat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e. bersedia bekerja penuh waktu;
f. tidak tbrikat hub.ttrgun keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau

Dewani'Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut
garis lun-s it".t kesamping termasuk menanlu dan ipar;

g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang
dibentuk oleh Walikota; '

h. bukar,pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional
Indonr'sia/ Polri.

J.
(6) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri atas :

a. Dewan;pengawas;
b. Unsur Pemerintah daerah; dan
c. Unsur Profesional.

(7) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Melaksanakan selbksi administrasi terhadap bakal calon direksi;
b. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon

direksi;
Melaporkan hasil penilaian bakal calon direksi kepad.a Walikota untrrk
menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan direksi PDAM;
Mengumurnkan secara terbuka hasil penilaian kepada publik, setelah
mendapat persetujuan dari Walikota.

(8) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu : ...-..

a. jabatan stmktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah
hrsat dan Daerah;

b. anggoti Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
c. jabata4 yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;

dan/athu
d. jabatari lainnya sesuni dcngan lcetcntuan peraturan perundang-

undangan.

(9) Direksi tiiht boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau
tidak lan[sung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada

d.

PDAM.



BAB III
PEMBERHENTIAN

Pasal 3
i.

(1) Direksi berhenti karena: 
t

a. Masa jabatannya berakhir; dan
b. Meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena:
a. Permintaan sendiri;
b. Reorganisasi;
c. Melalmkan tindakan yang merugikan PDAM;
d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara;
Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
Tidak {apat melaksanakan tugas.

(3) Pemberhehtian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Walikota.

Pasal 4

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 aye.t (2) huruf c dan d diberhentikan simentara oleh Walikota atas
usul Dewd.n Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sbbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang
bersangkutan.

Pasal 5

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri
oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

(2) Dewan Pegawas meiaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (L) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan
atau merehabilitasi.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) Direksi
tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima
hasil sidang Dewan Pengawas.

(a) Apabila gerbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana
dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kelmatan hulmm yang
tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

e.
f.

,:
t.



BAB V
KI}TENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratrrran Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Diundangkan di Kendari
pada tanggal,/8 -/t - 20 1 1

BTRITA DAERAH KOTA IGNdARI TAHUN ?OI.L NOMOR

j
:i1

FA.RAF KOORDINASI
ll'iiTi; N$l / Ut{lT HERJA PARTT


